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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
© S BUPATI SIMALUNGUN, .

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan 'Belanja Daeral
Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2016 perlu ditétapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanj
Daerah Tahun Anggaran 2016;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu'mernbentuk Peraturan Bupati Kabupaten Simalungu
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2016.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kab{lpaten Kabupaten Dalam Lingkungan Daeral
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, ’I‘ambahan Lembaran Negara Republik Indonesi:
Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotism
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); -

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor S
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolagn dan Tanggungjawab Keuangan Negara {Lembaran Negar

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional '(Lembaran Negara Republik Indonesi:
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaral
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retr1bus1 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200¢
Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesi:
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
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Undang-Undang Nomor 9 Tahun.lS tentang Perubahan Kedua Atas Ur‘lg—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahaj
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daeral
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembarau
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran- Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telat
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturar
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negar:
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lémbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); ’
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lajanan Umum (Lembaran Negara Republil
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonema Tahun 200
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoi 4574);

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomo; 137

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesu:l Tahur
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139 Tambahar

_-Lembar,an Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesm Tahun 2008
Nomor 140, Tambahe1n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); i

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang. Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembarar
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Repubhl
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Slmalungur
Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protckoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupater
Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2006 Nomor 1 Seri D Nomor 1};

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Slmalungur
Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 6);
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Peraturan Daerah Nomor 17 Tahﬁg_,ZOOS tentang Organisasi dan Tata Kerja. & -angkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerat
Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahur
2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tat:

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2014 Nomor 3 Seri D Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembarar
Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010 Nomor 6 Seri D Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupater

Simalungun Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 1 Seri D Nomor 1);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubat
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeti Nomo:
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan M.enteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dar
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

_ Dengan Persetujuan.Bersama
*  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
dan ‘
BUPATI SIMALUNGUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 'PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
bIMALUNGl}N TAHUN ANGGARAN 2016 - . & , ..

o
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Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

i. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah _ Rp. 119.980.274.859,00

b. Dana Perimbangan Rp. 1.440.573.466.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah™ Rp. 797.827.280.882,00

. Jumlah Pendapatan . Rp. 2.358.381.021.741,00
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. 2. Belanja Daerah
' a. Belanja Tidak Langsung
1). Belanja Pegawai
2). Belanja Hibah
3). Belanja Bantuan Sosial
4). Belanja Bagi Hasil Provinsi/Kabupaten /Kota/
dan Pemerintah Desa
5). Belanja Bantuan Keuangan Bagi Provinsi/
Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
6). Belanja Tidak Terduga _
Jumlah Belanja Tidak Langsung

b. Belanja Langsung
1). Belanja Pegawai
2). Belanja Barang dan Jasa
3). Belanja Modal
Jumlah Belanja Langsung
- Jumlah Belanja
Surplus / (Defisit)

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembigtyaan .
] © . Jumlah Pembidyaan Netto
'sisa Lgbih ﬁéfnbiayé.an Anggaran Tahun Berkenaan

i

it

Rp. 1.302.396.673.699,00
Rp. 42.827.311.400,00
Rp. 4.520.000.000,00
' Rp. 99.200.000.000,00
Rp. 231.475.346.970,00
Rp. 5.000.000.000,00
Rp. '83.708.014.415,00
Rp. 301.018.527.365,00
Rp. 148.253.142.162,00
Rp. 200.000.000,00
Rp. 140.182.005.730,00

Pasal 2

Rp. 1.685.419.332.069,00
Rp. 532.979.683.942,00
Rp. 2:218.399.016.011,00 -
Rp. 139.982.005.730,00
Rp. - =% (139.982.005.730,00) .
- Rp. : .

Penjaba;an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dinié_ksud dalam Pasal 2 merupakaﬁ bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

K]




& : Pasal 4 &

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupater
Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 8 XAt 2016

e Pj. BUPATI SIMALUNGUN,

dto

BINSAR SITUMORANG

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 98 Jmiman 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,

GIDION PURBA

-

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 0}
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